X.  HUBUNGAN TENAGA KESEHATAN DENGAN PASIEN

Berdasarkan ciri yang ditemukan dalam profesi maka pekerjaan sebagai dokter maupun tenaga kesehatan lainnya memiliki cirri khusus, antara lain hubungan yang sangat pribadi karena didasarkan pada kepercayaan. Freidson dan Wilson menyatakan bahwa pekerjaan dokter dilakukan di dalam kamar konsultasi yang tertutup atau bahkan di dalam kamar tidur dan dalam kontak memberikan penyelamatan atau penyembuhan diperlukan keakraban sepenuhnya. Demikian pula halnya dengan bentuk-bentuk Pelayanan kesehatan lainnya yang senantiasa dilakukan dalam kamar tertentu dalam suasana penuh keakraban.

Oleh karena itu maka dalam hubungan terapeutik hendaknya pasien senantiasa percaya kepada kemampuan tenaga kesehatan dimana pasien menyerahkan nasibnya. Pasien akan merasa aman, tenteram dan beruntung apabila tenaga kesehatan bersungguh-sungguh menolong dirinya

Selanjutnya Dassen mengatakan ada tiga alas an yang mendorong seseorang untuk mencari pertolongan kesehatan antara lain:

· Merasa ada sesuatu yang membahayakan dirinya

· Mengetahui dirinya dalam keadaan sakit dan membutuhkan pertolongan kesehatan

· Untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang intensif

Pada bab ini selanjutnya akan diuraikan tentang; pola hubungan tenaga kesehatan dan pasien, komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien, informasi dalam hubungan ntara tenaga kesehatan dan pasien, hak-hak pasien dan hak seseorang untuk mati

A. Pola hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien


Beberapa peneliti antara lain: Russel, Freidson, Darsky, Schwarz, Reeder dan lain-lain mengatakan bahwa; hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien lebih merupakan hubungan kekuasaan, yaitu hubungan antara pihak yang aktif memiliki wewenang dengan pihak yang pasif dan lemah serta menjalankan peran ketergantungan. Namun besar kemungkinan dapat dibina suatu hubungan yang sempurna agar kedua belah pihak dapat berperan dan berinteraksi secara aktif dan saling mempengaruhi


Hasil penelitian oleh Schwarz dan Kart membuktikan bahwa jenis Pelayanan kesehatan atau praktik dokter juga turut mempengaruhi hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien, yaitu perimbangan kekuasaan.  Sebagai contoh: praktik dokter umum kendali ada pada pasien karena praktik tersebut sangat tergantung pada kunjungan pasien yang berobat, selanjutnya praktik dokter spesialis sangat tergantung pada dokter umum yang akan merujuk pasien untuk berkonsultasi kepada  dokter spesialis tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan antara pasien dengan dokter umum lebih seimbang dibandingkan hubungan antara dokter spesialis dengan pasien


Kemudian seorang Guru Besar Philipina dalam bidang Legal Medicine dan Medical Jurisprudence; Solis ( 1980 ) mengemukakan pola hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien sebagai berikut:

· Activity-passivity relation: Di mana tidak ada Interaksi antara tenaga kesehatan dengan pasien karena pasien tidak dapat memberikan kontribusi atau pendapat tentang Keadaan dirinya

· Guidance-Cooperation relation: Meskipun pasien adalah seseorang yang sedang menderita sakit, namun secara manusiawi mereka memiliki perasaan dan aspirasi untuk menyampaikan keluhannya

· Mutual-partcipation relation: Pasien berfikir baha secara yuridis mereka memiliki hubungan dan hak yang seimbang dengan dokter/ tenaga kesehatan

B. Komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien


Pada hakikatnya hubungan antar manusia tidak dapat terjadi tanpa komunikasi, termasuk juga hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien dalam kontak pelayanan kesehatan. Komunikasi berasal dari bahasa latin communicare, artinya menjadikan sesuatu milik bersama, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah; isi atau tujuan suatu pesan, sehingga terjadi saling pengertian antara para pihak dalam suatu kegiatan. Dari berbagai definisi dan pengertian tentang komunikasi dapat ditarik intinya yaitu; bahwa komunikasi merupakan kegiatan pengoperan lambing yang mengandung makna. Komunikasi dimulai sebagai suatu kegiatan pra integrasi.


Di samping itu ada juga yang berpendapat bahwa komunikasi ditujukan untuk memberikan informasi, tetapi tidak semua komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian, bahkan komunikasi juga disebut sebagai proses mempengaruhi orang lain. Jalaludin (1992) mengatakan bahwa; komunikasi merupakan penerimaan, pengolahan, penyimpanan informasi dan menghasilkan informasi kembali.


Hubungan antara tenaga kesehatan dengan pasien merupakan hubungan interpersonal, maka adanya komunikasi atau yang lebih dikenal dengan wawancara pengobatan itu sangat penting karena pasien bukanlah mahluk pasif, bukan pula perantara ( host ) yang tidak bertenaga tempat mikro organisme tumbuh, bukan pula mesin yang salah satu bagiannya gagal berfungsi atau aus tetapi pasien adalah mahluk aktif dimana dokter maupun tenaga kesehatan lainnya bekerja mengatasi penyakitnya.


Kenyataannya para dokter dan tenaga kesehatan cenderung menyembunyikan informasi tentang penyakit dan pengobatan pasien terutama jika hasil diagnosa menunjukkan penyakit yang diderita pasien membahayakan dirinya. Dalam hal ini timbul keraguan bagi tenaga kesehatan untuk melakukan komunikasi interpersonal dengan pasien dan hal ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi tersebut lebih didominasi oleh tenaga kesehatan dalam hubungannya dengan pasien.


Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien sudah seharusnya didasarkan atas sikap saling percaya baik selama proses pemeriksaan dan perawatan maupun selama peruses penyembuhan pasien, guna menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa penyembunyian informasi merupakan suatu hal yang umum dilakukan dalam dunia kesehatan dan selalu dikaitkan dengan ketidak pastian efek pengobatan dan ketidak berdayaan pasien

C. Informasi dalam hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien.


Informasi adalah pemberitahuan tentang sesuatu agar orang dapat membentuk pendapatnya berdasarkan sesuatu yang diketahuinya.  Perbedaannya dengan komunikasi adalah; bahwa informasi  lebih bersifat rasional sedangkan komunikasi menuntut terlibatnya manusia secara emosi. Informasi perlu mengandung unsur logika sedangkan komunikasi berpangkal pada persepsi. Oleh karena itu informasi akan lebih efektif jika dijauhkan dari emosi sedangkan komunikasi yang efektif justru harus disesuaikan dengan sistem nilai, harapan dan persepsi komunikan. Namun hubungan informasi dan komunikasi adalah; bahwa informasi akan ditentukan oleh seberapa jauh efektifnya komunikasi terdahulu.


Masalah penyampaian informasi oleh tenaga kesehatan kepada pasien sangat mempengaruhi kualitas Pelayanan kesehatan dan juga pelaksanaan pengobatan, terutama tampak dari pihak pasien. Informasi memberi peluang pada penerima untuk memilih tindakan di antara berbagai alternatif.  Pada sisi lain bahwa kemampuan pasien untuk memberikan informasi tentang riwayat penyakit sangat tergantung pada pengertiannya mengenai penyakit yang pernah dialami sebelumnya. Salah satu persoalan yang dihadapi oleh pasien baru adalah ketidakjelasan tentang riwayat penyakit dan pengobatan yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini akan mengurangi kecermatan dalam mengumpulkan riwayat penyakit,  padahal jika informasi diberikan pada pasien secara cermat dan konsisten dan pasien memberikan informasi tentang riwayat penyakitnya secara efektif dan jelas maka hal ini akan mengurangi kekeliruan yang terjadi dalam praktik klinis.


Jika dilihat dari segi pertimbangan klinis, hambatan dalam pemberian atau penyampaian informasi tidak akan dapat diperbaiki dengan perubahan organisasi pelayanan kesehatan, akan tetapi penyampaian informasi tentang penyakit dapat mempengaruhi perawatan pasien antara lain

· Dengan memahami riwayat Penyakit

· Dengan mengumpulkan catatan mengenai gangguan kesehatan yang pernah dialami

· Dengan meningkatkan kepatuhan pasien terhadap petugas kesehatan

· Dengan meningkatkan kepuasan pasien

· Dengan memperbaiki respon fisiologis dan psikologis pasien terhadap upaya pengobatan

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menemukan riwayat penyakit pasien secara efektif merupakan salah satu kegiatan terpenting dalam Pelayanan kesehatan dan informasi yang disampaikan kepada pasien berkaitan dengan catatan mengenai gangguan kesehatan yang pernah dialami oleh pasien. Selain itu bahwa keberhasilan pengobatan biasanya tergantung pada kepatuhan pasien terhadap instruksi yang diberikan oleh tenaga kesehatan dan semakin sedikit informasi yang diberikan maka kepatuhan pasien terhadap instruksi semakin kecil pula. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keputusan para ibu untuk mematuhi instruksi dokter untuk anaknya bergantung pada kepuasan para ibu tersebut terhadap informasi yang diperoleh dari dokter tentang penyakit anaknya. Ketidakpuasan orang tua akan timbul jika penyebab dan Keadaan penyakit anaknya tidak diketahuinya.

D. Hak Paien


Dalam hal mendapatkan Pelayanan kesehatan pasien mempunyai hak untuk  memperoleh informasi tentang penyakitnya, hak untuk dirahasiakan penyakitnya dan hak untuk mendapatkan pendapat kedua. Pengaturan tentang hak dan kewajiban yang timbal balik antara penerima jasa kesehatan dan pemberi jasa kesehatan haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga kepentingan kedua belah pihak tidak berbenturan. Seperti diketahui pasien selalu berada pada posisi yang lemah, sehingga akibat dari ketidakpuasan salah satu pihak akan selalu mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi pasien

1. Hak atas Informasi


Hak atas informasi ini terproses secara evolusi sejalan dengan perkembangan dari hak asasi manusia. Inti dari hak atas informasi adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi dari dokter maupun tenaga kesehatan lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatannya. Mengenai isi informasi yang harus diberikan baik oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya mencakup keuntungan dan kerugian dari tindakan kesehatan yang akan dilakukan baik diagnostik maupun terapeutik ( UU No. 23 tahun 1992 ). Diharapkan dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tersebut akan dirinci tentang isi minimal informasi yang harus disampaikan  oleh dokter atau tenaga kesehatan kepada pasien mencakup hal-hal;

· Diagnosa

· Resiko tindakan medik

· Alternatip terapi termasuk keuntungan dan kerugiannya

· Prognosa

· Cara kerja atau proses tindakan medik

· Kemungkinan adanya rasa nyeri setelah tindakan

· Semua resiko yang mungkin terjadi

2. Hak atas persetujuan


Adalah hak pasien untuk menolak atau menerima tindakan medik yang ditawarkan kepadanya setelah diberikan informasi. Persetujuan dan informasi ini kemudian dikembangkan di mana pasien harus menerima informasi terlebih dahulu sebelum memberikan persetujuannya. Hal ini dikenal dengan informed consent yang telah memiliki kekuatan hukum yaitu Pasal 2 (1) Permenkes Nomor 585 tahun 1989 yang berbunyi; “Semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapatkan persetujuan”.  

Kemudian ditetapkan pula bahwa bentuk persetujuan ini boleh tertulis dan lisan. Persetujuan tertulis diperlukan untuk setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi, ditanda tangani oleh pihak yang memberikan persetujuan dan yang berhak memberikan persetujuan di sini adalah pasien itu sendiri, kecuali pasien di bawah umur, tidak sadar atau tidak cakap melaksanakan perbuatan hukum maka persetujuan dapat diberikan oleh penanggung jawabnya.


Dalam melaksanakan informed consent berarti dokter/tenaga kesehatan yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya  memberikan informasi dan mendapatkan persetujuan. Masalah lain yang sering timbul adalah bahwa pasien ( yang cakap ) atau keluarga tidak mau memberikan persetujuan dan pada Keadaan ini maka Rumah sakit / tenaga kesehatan dihadapkan pada dilema atas peraturan yang dibuatnya sendiri

3. Hak atas rahasia kedokteran.


Kerangka pemikiran tentang rahasia kedokteran timbul pertama-tama dari kewajiban professional untuk merahasiakan keterangan yang diperoleh dalam melaksanakan profesi. Ketarnagan yang didapat oleh para professional dalam melakukan profesi dikenal dengan nama rahasia jabatan. Keterangan yang diperoleh dokter dalam melaksanakan profesinya dikenal dengan nama rahasia kedokteran. Dokter berkewajiban untuk merahasiakan keterangan tentang pasien, penyakit pasien. Kewajiban dokter ini merupakan hak pasien. Para professional mendapatkan perlindungan hukum dalam hal ia menolak untuk membuka rahasia kedokteran bahkan dalam proses pengadilan seorang dokter mempunyai hak untuk menolak membuka rahasia kedokteran ( verschoningsrecht van de arts ). Dokter harus meminta penetapan dari hakim agar dibebaskan untuk menjadi saksi dalam sidang pengadilan, tetapi kata akhir ada pada hakim. Hakim yang menentukan apakah permintaan dokter dapat dikabulkan atau tidak.


Hak atas rahasia kedokteran adalah hak individu dari pasien di mana hak individu ini dikesampingkan dalam hal hak masyarakat menuntut. Contoh; penyakit pasien akan membahayakan masyarakat oleh karena mengidap penyakit menular, maka dokter meskipun pasien tersebut menolak untuk dibuka rahasia kedokterannya, mempunyai kewajiban untuk membuka rahasia tersebut kepada pihak yang berwenang. Contoh lain dari kepentingan umum dapat mengesampingkan kepentingan individu adalah bahwa dokter juga tidak berhak untuk membuka rahasia pasien kepada dokter lain yang adalah teman dari pasien tersebut.

4. Hak atas pendapat kedua ( second opinion )


Yang dimaksud dengan pendapat kedua adalah adanya kerja-sama antara dokter pertama dengan dokter kedua. Dokter pertama akan memberikan seluruh hasil pekerjaannya kepada dokter kedua. Kerjasama ini bukan atas inisiatip dokter pertama tetapi atas inisiatip pasien. Bila inisiatip datang dari dokter maka terjadi apa yang disebut dengan istilah “rujuk”, di mana pasien dirujuk kepada  ke dokter yang lebih ahli. Dalam hak atas pendapat yang kedua, dokter kedua akan mempelajari hasil kerja dokter pertama dan apabila ia melihat perbedaan pendapat maka ia akan menghubungi dokter pertama, membicarakan tentang perbedaan diagnosa yang dibuat keduanya.


Seringkali dalam praktik klinis dokter merasa tersinggung dalam hal pasien menginginkan pendapat dokter lain tentang penyakitnya. Dokter menganggap sebagai pelecehan terhadap kemampuannya dan dokter merasa pasien meragukan atas hasil pekerjaannya. Dalam hal ini diperlukan jiwa yang besar untuk dapat menerima permintaan pasien untuk mendapatkan pendapat dari dokter lain. 

Kenyataan menjadi bukti kadang-kadang terdapat perbedaan pendapat dari dokter pertama dan dokter kedua. Dapat saja seorang pasien secara diam-diam pergi sendiri ke dokter kedua tanpa sepengetahuan dokter pertama. Tetapi hambatan yang akan ia dapat adalah pengulangan pemeriksaan pertama yang bukan saja membuang uang  tetapi juga membuang waktu. Selain itu selama tidak ada kerjasama antara dokter pertama dan dokter kedua, upaya pasien tidak ada gunanya, di mana dalam hal perbedaan pendapat antara dokter pertama dan dokter kedua, pasien menjadi lebih bingung.

Dengan dilembagakannya hak atas pendapat kedua ini sebagai hak pasien maka keuntungan yang didapat oleh pasien sangat besar. Pertama pasien tidak perlu mengulangi pemeriksaan rutin lagi. Kedua, dokter yang pertama dapat berkomunikasi dengan dokter yang kedua, sehingga dengan keterbukaan dari para pakar yang setingkat kemampuannya akan dapat menghasilkan pendapat yang lebih baik. Tetapi permasalahan ini akan menjadi masalah apabila pasien mempergunakan hak ini semena-mena, misalnya apabila setiap pasien selalu menggunakan hak atas pendapat kedua ini, maka dunia kedokteran akan semakin rancu. Sehingga dengan demikian maka pengaturan tentang hak atas pendapat kedua ini  memerlukan  pengaturan yang cukup bijaksana agar tidak merugikan para pihak.

5. Hak untuk melihat Rekam Medik


Telah menjadi kewajiban dari setiap tenaga kesehatan yang bekerja pada sarana Pelayanan kesehatan untuk membuat catatan tentang pasien yang lazim dikenal dengan “Status Pasien” dan status pasien ini dikenal oleh masyarakat sebagai rekam medik ( medical record ).


Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medik Nomor 749a tahun 1989 ( Permeknes No. 749a/89 ) maka menjadi kewajiban dari dokter/Rumahsakit untuk membuat rekam medik.


Rekam Medik adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan Pelayanan lain kepada pasien pada sarana Pelayanan kesehatan      ( Permenkes Nomor 749a/1989 pasal 1 butir a )


Setiap sarana Pelayanan kesehatan yang melakukan Pelayanan rawat jalan, maupun rawat inap wajib membuat rekam medik ( Permenkes Nomor 749a/1989 pasal 2 )


Pada pasal 10 Permenkes Nomor 749a/1989 tentang kepemilikan dari rekam medik adalah: bahwa berkas rekam medik milik sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medik adalah milik pasien. Hal ini seringkali menimbulkan permasalahan tentang kepemilikan dari rekam medik ini. Bila berkas rekam medik milik sarana Pelayanan kesehatan dan isi dari rekam medik adalah milik pasien, maka pertanyaannya adalah: berhakkah pasien untuk melihat rekam medik tersebut ? atau berhakkah pasien mendapatkan kopi dari rekam medik tersebut yang isinya milik dia? Hal ini tidak diatur dalam Permenkes nomor 749a tahun 1989.  Pendapat dari para pakar Hukum Kesehatan: adalah hak pasien untuk melihat rekam medik termasuk untuk mendapatkan kopi dari rekam medik yang isinya adalah milik pasien ( inzage recht ). 


 Pertanyaan selanjutnya yang juga merupakan masalah adalah tentang tulisan yang mana saja yang dapat dilihat oleh pasien? Apakah semua tulisan dokter yang tertulis di dalam rekam medik boleh dilihat oleh pasien? Terdapat pendapat bahwa dokter tidak perlu memperlihatkan kepada pasien catatan yang berisi pendapat pribadi. Seringkali dokter menulis pendapat pribadinya di sisi kertas. Pendapat pribadi ini dikenal sebagai “persoonlijke aantekeningan”. Disarankan pula agar dokter menulis pendapat pribadinya dalam kertas yang lain khusus untuk keperluan tersebut. Dalam hal dokter harus memenuhi hak pasien untuk melihat rekam medik, adalah hak dokter untuk tidak memperlihatkan tulisan yang berisi pendapat pribadinya kepada pasien.


Kadangkala pihak dokter / rumah sakit sering berasumsi bahwa dalam hal pasien ingin melihat rekam medik adalah bertujuan untuk  menggugat dokter / rumah sakit di mana rekam medik tersebut akan dipergunakan sebagai alat bukti. Sebetulnya pihak dokter / rumah sakit tidak perlu takut untuk memperlihatkan rekam medik kepada pasien dan dengan keterbukaan akan dapat menghindari salah paham. Masalah lain adalah apabila pasien mempergunakan hak ini semena-mena, bila setiap pasien selalu ingin melihat rekammedik oleh karena hal tersebut merupakan haknya, maka dimana privacy dari dokter? Lagipula betapa repotnya dokter / rumah sakit melayani setiap permintaan pasien untuk melihat rekam medik. Hendaknya diatur juga tentang pembatasan dari penggunaan hak ini agar para pihak dengan jelas mengetahui tentang hak dan kewajibannya.

